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PERUSAHAAN  NEGARA
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Berdasarkan UUD’45:

· Cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
· Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UUPA Pasal 2 ayat 2:

Hak menguasai dari negara dimaksud memberi wewenang untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak Pemerintah untuk mengambil dan menggunakan milik pribadi seseorang.

“Untuk kepentingan umum, bangsa dan negara, Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria / Kepala BPN, Menteri Kehakiman dan Menteri terkait, dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Perusahaan Jawatan (Perjan)

· Makna usaha = public service (pengabdian /pelayanan kepada masyarakat)

· Disusun sebagai bagian dari Departemen/Dirjen/Direktorat/Pemerintah Daerah

· Tidak dipimpin oleh direksi tapi oleh seorang kepala yang merupakan bawahan suatu bagian dari departemen/direktorat jenderal

· Sistem subsidi
· Tidak diwajibkan WDP

· Tidak diwajibkan SIUP
· PNS

2. Perusahaan Umum (Perum)

· makna usaha = publik service + profit oriented

· berstatus badan hukum , diatur dengan UU

· memiliki nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti diperusahaan diperusahaan swasta untuk mengadakan perjanjian, dsb

· dapat dituntut dan menuntut, hubungan hukumnya perdata

· umumnya bergerak dibidang jasa-jasa 

· dipimpin oleh direksi

· pegawainya merupakan pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri

3.   Perusahaan Persero (Persero)

· makna usaha = profit oriented

· berstatus badan hukum
· tidak memiliki fasilitas negara
· dapat ditunut dan menuntut, hubungan hukumnya perdata

· dipimpin oleh direksi
· tidak diwajibkan SIUP
· pegawai berstatus pegawai perusahaan swasta biasa

· peranan pemerintah adalah pemegang saham dalam perusahaan

Barang Pemerintah

SK Menkeu No. Kep-225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971 menyatakan:

Barang tidak bergerak yang dimiliki Negara / Pemerintah:

1. Tanah kehutanan, pertanian, perkebunan, lapangan olah raga dan tanah yang belum dipergunakan, jalan-jalan, jalan kereta api, jembatan, terowongan, waduk, lapangan terbang, bangunan irigasi, dan tanah pelabuhan.

2. Gedung yang dipergunakan untuk kantor pemerintah, sekolah negeri, rumah sakit pemerintah, studio Republik Indonesia (RRI dan TVRI), Laboratorium Pemerintah.

3. Gedung tempat tinggal seperti rumah tempat tinggal pejabat pemerintah, asrama / mess (seperti asrama haji, mess perwira, dll).

4. Monumen seperti candi, monumen peringatan sejarah, monumen purbakala, dll.

Barang bergerak:

1. Alat-alat besar dan alat-alat pengangkutan, seperti Buldozer, Bis PPD, Kereta Api, Pesawat Terbang, dll.

2. Peralatan-peralatan kantor atau perusahaan negara dan pendukungnya yang berada di Gedung atau Instansi Pemerintah. (Inventaris Pemerintah)

3. Hewan-hewan.

4. Barang-barang persediaan seperti Beras, dll.

Barang milik Publik
Salah satunya adalah Jalan. Pengelompokkan jalan adalah:

1. Jalan Nasional

Jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menyelenggarakan pembinaan jalan tingkat nasional.

2. Jalan Daerah

Jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Pemda, terdiri dari:

a. Jalan Propinsi.

Jalan umum yang pembinaan Pekerjaan Umum atau sub dinas Bina Marga Pemda Daerah Tingkat I.

b. Jalan Kabupaten / Kotamadya.

Jalan umum yang pembinaan Pekerjaan Umum atau sub dinas Bina Marga Pemda Daerah Tingkat II.

c. Jalan Desa

Jalan umum yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

3. Jalan Khusus
Jalan yang pembinaannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Pusat (menteri) dan Pemerintah Daerah, tetapi di bina oleh instansi, badan hukum, atau perorangan.

Undang-Undang No.13 Th.1980 mengatur penyelenggaraan jalan tol. Jalan tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya dikenakan kewajiban membayar uang tol.

Pemilikan dan penyelenggaraan jalan tol berada pada pemerintah pusat.

Atas usul Menteri Pekerjaan Umum, Presiden menetapkan suatu ruas jalan sbg jln tol.

Berdasarkan hak penyelenggaraan jalan tol yang ada pada Pemerintah, maka Pemerintah menyerahkan wewenang penyelenggaraan jalan tol kepada Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol.

Selain Jalan, peranan air tidak kurang pentingnya bagi pembangunan negara dan hajat hidup masyarakat. Administration terhadap air beserta sumber-sumber air, seperti halnya sungai, danau, waduk, irigasi (upaya pengairan) merupakan salah satu tugas pemerintah yang sangat berpaut dengan pelaksanaan pelayanan masyarakat (staatszorg staatbemoeienis).

Undang-undang Pengairan menentukan bahwa air beserta sumber-sumber air dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara atas air beserta sumber-sumbernya, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air.

2. Menyusun, mengesahkan dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan tata pengaturan pengairan. (peruntukan, penggunaan dan penyediaan)

3. Mengatur perbuatan-perbuatan hukum, hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air.
Pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air meliputi antara lain:

1. Irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun air tanah.

2. Pengembangan daerah rawa, yakni pematangan tanah daerah-daerah rawa antara lain untuk pertanian.

3. Pengendalian dan pengaturan banjir, serta usaha untuk perbaikan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri dan pencegahan terhadap pencerminan atau pengotoran air dan sebagainya.

Air irigasi disediakan untuk mengairi tidak saja tanaman, tetapi perlu diperhatikan keperluan untuk pemukiman, peternakan, perikanan air tawar. Pengurusan air dan jaringan irigasi selain diserahkan kepada petani pemakai air (subak) di bawah pembinaan Pemda Tingkat I, dimungkinkan bahwa pengurusan terhadap air irigasi dan jaringan iribagi beserta bangunan pelengkapnya diserahkan kepada badan hukum, badan sosial atau perorangan.
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Setelah Pokok Bahasan ini,  mahasiswa diharapkan: 


mengetahui bentuk-bentuk perusahaan negara.


mengetahui hak dan kewajiban perusahaan negara


mengetahui barang-barang milik pemerintah
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